Pemprov Sultra Komit Jaga Inflasi
dan Stabilitas Pangan

Kendari, sultraner.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov
Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga
pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni
2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri,
Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai
kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur
Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian
Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II
Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank
Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan
program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan
daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan
Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari
aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

[a juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala
Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk
mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki
legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching
nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan
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diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga
BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025.
Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang
mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga
bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren
kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti
fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan
gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP),
sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui
Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di
antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP),
pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras
dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala
daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar
dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi.
Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan
keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga
daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara
berkelanjutan.



